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ABSTRAK 

 

ADVOKASI LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP 

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

ANDRIANSYAH 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Non-Governmental Organization 
(NGO) dalam advokasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung, 
dengan fokus khusus pada Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras. Masalah 
sampah di kawasan ini sangat mengkhawatirkan, dengan produksi sampah 
domestik mencapai 4.515 ton per hari, dan hanya 33,65% dari sampah tersebut yang 
dikelola pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif untuk menggambarkan upaya advokasi yang dilakukan oleh 
NGO lingkungan terhadap pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menemukan 
bahwa NGO memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi 
masyarakat serta dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan 
sampah. NGO seperti WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) aktif dalam 
mengedukasi masyarakat, memberikan masukan kepada pemerintah, dan 
melakukan riset untuk mendukung kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. 
Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara NGO, Dinas 
Lingkungan Hidup, dan pemerintah daerah sangat penting untuk mengatasi 
permasalahan sampah secara komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi pada pengembangan strategi advokasi kebijakan 
lingkungan yang lebih efektif dan memperkuat peran NGO dalam pengelolaan 
sampah di Kota Bandar Lampung. 
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ABSTRAK 

 

ADVOKASI LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP 

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

This study aims to analyze the role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in 
waste management policy advocacy in Bandar Lampung City, with a specific focus 
on Sukaraja Beach, Bumi Waras District. The waste problem in this area is 
alarming, with domestic waste production reaching 4,515 tons per day, and only 
33.65% of the waste being managed in 2021. This research uses qualitative methods 
with a descriptive approach to describe the advocacy efforts carried out by 
environmental NGOs towards the government and the community. The study found 
that NGOs play a crucial role in raising awareness and community participation, as 
well as influencing government policies related to waste management. NGOs such 
as WALHI (Indonesian Forum for the Environment) are active in educating the 
community, providing input to the government, and conducting research to support 
more effective and sustainable policies. Furthermore, this study also shows that 
collaboration between NGOs, the Environmental Agency, and local government is 
essential to comprehensively address the waste problem. The results of this study 
are expected to contribute to the development of more effective environmental 
policy advocacy strategies and strengthen the role of NGOs in waste management 
in Bandar Lampung City. 

 

Keywords : Advocation, Waste Management, Non-Governmental Organization 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan manusia tidak lepas dengan berbagai permasalahan dan salah 

satunya permasalahan sampah. Setiap orang pasti menghasilkan sampah (Rifani & 

Jalaluddin, 2019). Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dikarenakan oleh 

permasalahan sampah terkait dengan adanya hubungan dan timbal balik antara 

jumlah penduduk, nilai dan pola bermasyarakat terhadap perwujudan sampah, 

organisasi atau badan pengelola sampah, serta sistem pengelolaan yang diterapkan 

(Marta & Usrotin, 2022). 

Salah satu bentuk pelayanan publik adalah pelayanan kebersihan. Peraturan 

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah 

menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam 

pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, 

Pemerintah Daerah, atau pihak lain yang di beri tanggung jawab. Artinya bahwa 

setiap masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kebersihan. 

Kebersihan merupakan hal utama yang harus di perhatikan oleh pemerintah 

maupun masyarakat di setiap kota karena kebersihan merupakan cerminan 

keindahan dari sebuah kota. Oleh sebab itu, pemerintah kota perlu menangani 

secara serius persoalan kebersihan khususnya penanganan masalah sampah 

(Susnawati, 2018). 

Pengelolaan sebagai pengamatan secara organisatoris terhadap sasaran yang 

dicapai perusahaan (Sugiyanto, 2018). Pengelolaan adalah proses untuk membuat 

sebuah organisasi mencapai tujuannya. Pengelolaan menurut Siswanto 

mengemukakan pengelolaan adalah suatu usaha sistematik untuk mendapatkan 

standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik 
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informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, 

menentukan apakah terhadap penyimpangan dan mengukur signifikansi secara 

lebih efektif dan efisien (Anwar, 2018). Jenis pengelolaan yang paling didambakan 

yaitu pengelolaan pencegahan yaitu mencegah masalah yang telah diantisipasi. 

Tindakan ini disebut pengelolaan pencegahan karena terjadi sebelum kegiatan yang 

sesungguhnya (Arsyad & Rustiadi, 2008). 

Provinsi Lampung memiliki posisi yang sangat evaluasis dan menguntungkan 

karena sebagian besar wilayah Lampung dikelilingi laut yaitu, laut Jawa dan Selat 

Sunda hingga Samudera Hindia, hal ini membuat Lampung sebagai salah satu jalur 

komunikasi lintas laut evaluasis. Dengan kondisi seperti ini, tentunya Lampung 

memiliki potensi alam yang melimpah dengan keanekagaman hayati yang dapat 

menjadi sumber penghasilan dan daya tarik tersendiri. 

Berdasarkan letak Provinsi Lampung tersebut mengandung keuntungan dan 

juga kerawanan dalam mendominasi pembangunan, khususnya di Kota Bandar 

Lampung. Demi pengembangan kota dan aktivitas perekonomian, sering kali 

mengabaikan dan mengesampingkan segala dampak yang ditimbulkan, baik itu 

dampak lingkungan, ekonomi maupun sosial (Waras, Waras, & Wahyuni, 2017). 

Pemerintah yang hanya terfokus pada pertumbuhan dan pengembangan kota tanpa 

menganalisis dampak yang ditimbulkan, seringkali mengeluarkan kebijakan yang 

diduga merugikan bagi masyarakat, dan cenderung menguntungkan bagi sebagian 

pihak saja. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lokasi penelitian, sampah yang ada di 

Kelurahan Sukaraja bukan hanya sampah limbah plastik, namun ada juga kayu-

kayu, bambu, limbah kursi, dan lain-lain, yang menumpuk dipinggiran pantai. 

Sebenarnya sudah ada upaya pembersihan sampah pada Pantai Sukaraja yang 

Pemerintah Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan masyarakat setempat, 

namun upaya ini tidak dilakukan secara rutin dan kurangnya kesadaran masyarakat 

untuk membersihkan laut dan tidak membuang sampah kelaut. Namun upaya ini 

tidak dilakukan secara rutin dan kurangnya kesadaran masyarakat setempat untuk 

membersihkan laut dan tidak membuang sampah kelaut dan sembarang. 
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Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang 

berbentuk padat (Subekti & Apriyanti, 2020). Sampah adalah produk samping dari 

aktivitas manusia. Secara fisik sampah mengandung material atau bahan-bahan 

yang sama dengan produk yang digunakan sebelumnya, yang membedakan adalah 

kegunaan dan nilainya. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan 

berkesinambungan yang dilakukan meliputi pengurangan dan penganganan sampah 

(Aminah & Muliawati, 2021). Pengelolaan sampah dapat didefinisikan sebagai 

suatu bidang yang berhubungan dengan pengelolaan terhadap timbulan sampah, 

penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan pengolahan dan 

pembuangan sampah dengan suatu cara atau metode sesuai dengan prinsip-prinsip 

terbaik yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, 

perlindungan alam, keindahan dan pertimbangan (Apriliani & Maesaroh, 2021). 

Sampah plastik pada Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar 

Lampung menumpuk dan memadat di kawasan Kampung Nelayan Sukaraja. Para 

nelayan payang (jaring), tak dapat berbuat banyak untuk mengurangi apalagi 

menghilangkan tumpukan sampah yang sudah menyatu dengan aktivitasnya 

menjaring ikan di laut. Volume sampah di pantai terus bertambah, sampah-sampah 

di laut berserakan, jelas mengganggu aktivitas nelayan payang. Banyaknya sampah 

yang masuk laut berasal dari aliran sungai dalam kota. Sungai-sungai tersebut 

masih banyak warga yang menjadikannya tempat pembuangan sampah, sehingga 

saat hujan turun apalagi deras, air sungai meluap dan sampah mengalir hingga 

muara laut. Akan tetapi, masih kurangnya tingkat kesadaran dan apresiasi 

masyarakat untuk peduli lingkungan sekitar setiap harinya, yang hanya 

membersihkan sampah bila terdapat momen-momen tertentu atau viral terlebih 

dahulu baru dibersihkan menjadi permasalahan yang menjadi salah satu faktor 

penghambat dalam pengelolaan sampah di Pantai Sukaraja. 

Apabila pengolahan sampah belum dilaksanakan dengan baik maka akan 

mengakibatkan terciptanya sumber masalah, baik sosial maupun lingkungan yang 

muncul dimasyarakat (Prihatin, 2020). Munculnya berbagai penyakit akibat 

pencemaran air, tanah, dan polusi udara hanya sebagian kecil akibat dari buruknya 

pengolahan sampah tersebut. Sebelum adanya aksi yang dimotori sekumpulan anak 

muda yang tergabung dalam Pandawaragroup, dibantu seribuan lebih relawan, pada 
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Senin tanggal 10 Juli 2023, aksi bersih-bersih sampah plastik di Pantai Sukaraja, 

sudah pernah dilakukan. Namun, sampah domestik tersebut kian bertambah, 

apalagi saat hujan turun. Kegiatan bersih-bersih, baik oleh Pemkot Bandar 

Lampung, Pemprov Lampung, maupun dari peran swasta dan masyarakat, hanya 

bersifat tentatif. Sampah domestik (rumah tangga) berbahan plastik terbawa hanyut 

saat hujan turun memasuki perairan Teluk Lampung. Sampah plastik akhirnya 

menumpuk dan memadat di kawasan Kampung Nelayan Sukaraja. Para nelayan 

payang tak dapat berbuat banyak untuk mengurangi, apalagi menghilangkan 

tumpukan sampah yang sudah menyatu dengan aktivitasnya menjaring ikan di laut. 

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah mengatur kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal 

penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk kepastian hukum, kejelasan, 

tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan 

dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, 

efektif dan efrsien (Muchsin & Saliro, 2020). Berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana pemaparan diatas, pemerintar daerah membentuk Peraturan Daerah 

tentang Pengelolaan Sampah dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. 

Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas pengembangan 

sistem dan pengelolaan sampah regional yang baik dan berwawasan lingkungan 

meliputi: 

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

pengelolaan sampah; 

b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan 

penanganan sampah; 

c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, 

penangan€rn, dan pemanfaatan sampah menjadi sumberdaya yang bernilai 

ekonomis; 

d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana 

dan sarana pengelolaan sampah regional; 
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e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan 

sampah; 

f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada 

masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani sampah; 

g. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, masyarakat, dan dunia 

usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; 

h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat; melakukan 

pemantauan terhadap timbulan sampah di wilayah yang mempakan 

tanggung jawab Pemerintah Provinsi seperti sungai, kawasan pesisir dan 

laut sejauh 12 mil dari bibir pantai ke arah laut dan kawasan hutan; dan 

mengembangkan sistem informasi Pengelolaan Sampah Regional. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021, 

menjelaskan Dinas adalah unsur pendukung tugas Walikota yang melaksanakan 

urusan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung 

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, 

dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam 

itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lain (Siregar, 2020). Perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup adalah 

upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan 

hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 

pengawasan, dan penegakan hukum (Wati, 2018). Rencana perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah 

perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya 

perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu (Mina, 2017). 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, berdasarkan Peraturan 

Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021, mempunyai kewenangan 

perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pengendalian pencemaran 

dan kerusakan lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran Pantai. Dinas 

Lingkungan Hidup juga memiliki kewenangan pemulihan kualitas lingkungan 



6 
 

hidup, konservasi lingkungan, penyelenggaraan pembinaan pengendalian 

lingkungan, penyelenggaraan koordinasi perijinan bidang lingkungan hidup, 

penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan pokok 

merumuskan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelayanan sampah, penyediaan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan pengelolaan 

pendapatan yang berkenaan dengan masyarakat. 

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat 

mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang 

semakin beragam sehingga pengelolaan sampah membutuhkan metode dan 

teknologi yang berwawasan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif 

terhadap lingkungan (Sudrajat, Liando, & Sampe, 2017). Sampah telah menjadi 

permasalahan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan 

terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi 

masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat 

dan cara berfikir masyarakat serta kebijakan pemerintah daerah yang konsisten dan 

komprehensif. 

Pada Pasal 10 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021, 

bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang dibidang pengelolaan sampah 

dan Limbah B3. Pengelolaan Sampah pada Pantai Sukaraja dilakukan melalui 

koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi, 

pemerintah kabupaten/kota, dan Dinas Lingkungan Hidup. 

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rike Martha Yulia (2020) dengan judul 

“Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh 

Besar”. Penelitian ini mengkaji tentang penumpukan sampah dan pembuangan 

sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat serta pembuangan sampah 

dibadan jalan. Sedangkan faktor hambatan dalam pengelolaan sampah terdapat dari 

hambatan internal, yaitu dari ketidak sesuaian anggaran yang diberikan, SDM, 

sarana dan prasarana. Pengelolaan sampah pada dinas lingkungan hidup Kabupaten 

Aceh Besar dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelayanan pada bidang 
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pengelolaan sampah dan B3. Sampah yang dikelola hanya bagi masyarakat yang 

sudah mengajukan permohonan pengelolaan sampah pada DLH, pengelolaan 

sampah yang dilakukan oleh DLH hanya sebatas penjemputan, pengangkatan dan 

pembuangan tanpa pemisahan jenis sampah pada TPA sesuai dengan jadwal yang 

telah di tentukan (Yulia, 2020). 

Jurnal dalam bentuk artikel ditulis oleh Muhammad Kausar dan Effendi Hasan 

dengan judul “Implementasi Kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dinas 

Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Terhadap 

Pembuangan Sampah di Kota Banda Aceh”. Jurnal ini memfokuskan Qanun Kota 

Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam Qanun itu 

diatur mengenai sanksi bagi siapa saja yang membuang sampah sembarangan dan 

membuang sampah dari dalam mobil ke jalan dapat dikenakan pidana kurungan 

paling lama 1 bulan dan denda maksimal 10 juta rupiah. Jurnal ini memfokuskan 

berdasarkan qanun pengelolaan sampah dan denda bagi yang membuang sampah 

atau OTT (Kausar, Hasan, Aminah, & IP, 2021). 

Terdapat dua hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, 

yaitu pertama ditinjau dari segi lokasi studi yang tentu saja memiliki karakteristik 

berbeda dan tingkat urgensinya pun berbeda, kedua dilihat dari subjek dan objek 

penelitian yang dimana Dinas Lingkungan Hidup sebagai subjek yang memberikan 

langkah pengelolaan sampah pada Pantai Sukaraja, Bandar Lampung sebagai 

objeknya. Berdasarkan uraian masalah, untuk itu sangat menarik bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian terhadap evaluasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada Pantai Sukaraja Bandar Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana Advokasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung terhadap Pengelolaan Sampah di Pantai Sukaraja. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Bandar Lampung terhadap Pengelolaan Sampah di Pantai Sukaraja, dan 

menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengelolaan sampah 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah di 

Pantai Sukaraja, Bandar Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian  untuk memberikan 

informasi terkait pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah di Pantai Sukaraja, Bandar 

Lampung. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bentuk 

informasi dan pengetahuan, terutama yang tertarik pada pengelolaan 

sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam 

pengelolaan sampah di Pantai Sukaraja, Bandar Lampung. Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup 

mengenai kebijakan yang menjadi landasan untuk pengelolaan sampah oleh 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar  Lampung  di Pantai Sukaraja, 

Bandar Lampung sehingga dapat menciptakan lingkungan Kota Bandar 

Lampung bersih dan indah. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Konsep Mengenai Sampah 

2.1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Sampah 

Sampah merupakan salah satu limbah yang terdapat di lingkungan. 

Bentuk, jenis, dan komposisi dari sampah dipengaruhi oleh budaya 

masyarakat dan kondisi alam dari suatu daerah (Simanjorang, 2014). 

Menurut Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan 

Sampah, menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari 

manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah sesuatu 

yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak di senangi atau sesuatu yang 

dibuang dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. 

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang, merupakan 

hasil aktifitas manusia maupun alam yang sudah tidak digunakan lagi 

karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya (Kahfi, 2017). Setiap 

aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Sumber sampah 

bias berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah 

sakit, pasar dan sebagainya. Dikarenakan sampah yang dibuang masih 

bercampur antara sampah organik, anorganik, dan logam masih menjadi 

satu sehingga menyebabkan penanganan menjadi sulit. 

Jenis sampah disekitar kita sangat banyak mulai dari sampah medis, 

sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah industri, sampah pertanian, 

sampah peternakan dan masih banyak lainnya (Maran et al., 2023). Jenis-

jenis sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya 

dibedakan menjadi dua yaitu: 
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1. Sampah Organik 

Sampah organik berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, 

maupun tumbuhan. Sampah organik sendiri dibagi menjadi sampah 

organik basah dan sampah organik kering. Istilah sampah organik basah 

dimaksudkan sampah mempunyai kandungan air yang cukup tinggi 

seperti kulit buah dan sisa sayuran. Sementara bahan yang termasuk 

sampah organik kering adalah bahan organik lain yang kandungan 

airnya kecil seperti kertas, kayu atau ranting pohon dan dedaunan 

kering. 

2. Sampah Anorganik 

Sampah anorganik bukan berasal dari makhluk hidup. Sampah ini 

berasal dari bahan yang bisa diperbaharui dan bahan yang berbahaya 

serta beracun. Jenis yang termasuk ke dalam kategori bisa didaur ulang 

(recycle) ini misalnya bahan yang terbuat dari plastik atau logam. 

Sampah kering non logam (gelas kaca, botol kaca, kain, kayu, dll) dan 

juga sampah lembut yaitu seperti sebu dan abu. 

 

2.1.2 Sumber-Sumber Sampah 

Menurut Gilbert dkk.dalam (Artiningsih, 2008), sumber-sumber 

timbulan sampah adalah: 

1) Sampah dari pemukiman penduduk  

Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu 

kluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis sampah 

yang dihasilkan biasanya cendrung organik, seperti sisa makanan 

atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya; 

2) Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan  

Tempat- tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan 

banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-

tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam 

memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti 
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pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya 

berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan 

kaleng-kaleng serta sampah lainnya; 

3) Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah 

Sampah yang dimaksud disini misalnya tempat hiburan umum, 

pantai, masjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana 

pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah 

basah. 

4) Sampah dari industri  

Dalam pengertian ini termasuk pabrik-pabrik sumber alam 

perusahaan kayu dan lain-lain, kegiatan industri, baik yang termasuk 

distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang 

dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering 

abu, sisa – sisa makanan, sisa bahan bangunan. 

5) Sampah Pertanian Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang 

daerah pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau 

sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan 

pembasmi serangga tanaman. 

 

Berbagai macam sampah yang telah disebutkan diatas hanyalah 

sebagian kecil saja dari sumber-sumber sampah yang dapat ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan 

manusia tidak akan pernah lepas dari sampah. Menurut Chandra dalam 

(Wardany, Sari, & Mariana, 2020), faktor-faktor yang mempengaruhi 

jumlah sampah antaralain : 

1) Jumlah penduduk 

Jumlah penduduk bergantung pada aktivitas dan kepadatan 

penduduk. Semakin padat penduduk, sampah semakin menumpuk 

karena tempat atau ruang untuk menampung sampah kurang. 

Semakin meningkat aktivitas penduduk, sampah yang dihasilkan 

semakin banyak, misalnya pada aktivitas pembangunan, 

perdagangan, industri, dan sebagainya. 
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2) Sistem pengumpulan atau pembuangan sampah yang dipakai 

Pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak lebih lambat 

jika dibandingkan dengan truk. 

3) Pengambilan bahan-bahan yang ada pada sampah untuk dipakai 

kembali 

Metode itu dilakukan karena bahan tersebut masih memiliki nilai 

ekonomi bagi golongan tertentu. Frekuensi pengambilan 

dipengaruhi oleh keadaan, jika harganya tinggi, sampah yang 

tertinggal sedikit. 

4)  Faktor geografis 

Lokasi tempat pembuangan apakah di daerah pegunungan, pantai, 

atau dataran rendah. 

5) Faktor waktu 

Bergantung pada faktor harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. 

Jumlah sampah per hari bervariasi menurut waktu. Contoh, jumlah 

sampah pada siang hari lebih banyak daripada jumlah di pagi hari, 

sedangkan sampah di daerah perdesaan tidak begitu bergantung 

pada faktor waktu. 

6) Faktor sosial ekonomi dan budaya 

Contoh, adat istiadat dan tafar hidup hidup dan mental masyarakat. 

7) Faktor musim 

Pada musim hujan sampah mungkin akan tersangkut pada selokan 

pintu air, atau penyaringan air limbah. 

8) Kebiasaan masyarakat 

Contoh jika seseorang suka mengkonsumsi satu jenis makanan atau 

tanaman sampah makanan itu akan meningkat. 

9) Kemajuan teknologi 

Akibat kemajuan teknologi, jumlah sampah dapat meningkat. 

Contoh plastik, kardus, rongsokan AC, TV, kulkas, dan sebagainya. 

10) Jenis sampah 

Makin maju tingkat kebudayaan suatu masyarakat, maka akan 

semakin kompleks pula macam dan jenis sampahnya. 
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2.1.3 Pengelolaan Sampah 

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi dan gaya 

hidup masyarakat telah meningkatkan daya beli masyarakat terhadap 

berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha 

atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga 

memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah 

yang di hasilkan (Nurikah, Jazuli, & Furqon, 2022). Meningkatnya volume 

timbulan sampah memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak 

mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah 

lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap 

kesehatan juga akan sangat menggangu kelestarian fungsi lingkungan baik 

lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan. 

Saat ini sampah menjadi sesuatu yang seakan-akan disepelekan bagi 

masyarakat dalam hal aktivitas kehidupan sehari-hari, padahal sampah ini 

akan mendatangkan dampak negatif baik sekarang maupun dimasa yang 

akan datang, dampak negatif yang bisa ditimbulkan salah satunya seperti 

menurungnya kwalitas lingkungan hidup (Nst & Tarigan, 2022). 

Berdasarkan hal tersebut mengetahui bahwa sampah yang tidak 

ditangani dengan baik dapat mengganggu estetika lingkungan, 

menimbulkan bau, serta mengakibatkan berkembangnya penyakit. 

Gangguan lingkungan oleh sampah dapat timbul mulai dari sumber sampah, 

di mana penghasil sampah tidak melakukan penanganan dengan baik. Maka 

pengelolaan sampah sangat dibutuhkan dan diharapkan perhatian 

pemerintah, mengingat pertumbuhan penduduk semakin pesat seiring 

kemajuan ekonomi yang juga menimbulkan beberapa permasalahan 

terutama masalah sampah yang harus dikelola dengan baik di mana pada 

Pantai Sukaraja, Bandar Lampung perlu menjadi pokok perhatian yang 

terpenting dari pemerintah daerah, seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung. 
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2.2 Tinjauan Konsep Mengenai Dinas Lingkungan Hidup 

2.2.1 Pengertian Dinas Lingkungan Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga teknis daerah yang 

merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat 

spesifik. Dinas daerah Kabupaten atau Kota di pimpin oleh kepala dinas 

daerah Kabupaten atau Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten atau 

Kota. 

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana otonomi 

daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Dinas dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Dinas Lingkungan hidup pada bidang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup mempunyai fungsi dalam penyusunan bahan rumusan kebijakan 

teknis pengelolaan lingkungan hidup, penyusunan bahan pembinaan, 

koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, 

penyelenggaraan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan 

sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan 

pencemaran kepada masyarakat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pengelolaan 

Lingkungan Hidup, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang. Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki kewenangan 

pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan, 

penyelenggaraan pembinaan pengelolaan lingkungan, penyelenggaraan 

koordinasi perijinan bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan kajian dan 

penataan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 

adalah salah satu instrumen pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung 

yang memiliki tugas pokok melindungi, mengelola, melestarikan, dan 
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mencegah terjadinya potensi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

hidup. 

 

2.1.4 Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup 

Banyaknya persoalan yang terjadi disetiap daerah di Indonesia, 

membuat pemerintahan daerah harus bisa mengambil kebijakannya 

sendiribuat kemajuan wilayah masing masing. Salah satu aspek masalah 

yang selalu terjadi disetiap wilayah adalah dilema sampah yang selalu 

menumpuk di daerah Pembuangan Sampah (TPS). Sesuai dengan Undang-

Undang angka 18 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Sampah di Pasal 5, 

otoritas publik dan Pemerintah Daerah dipercayakan buat mengklaim 

terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik serta bertenaga secara 

alami sinkron dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada Undang-undang 

ini. Jadi didalam pasal ini menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah bekerja sama untuk menanggulangi sampah secara 

bersama untuk kenyamanan masyarakat. 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, 

yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang 

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 

perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan, dan 

penegakan hukum. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang 

memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan 

pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 

Pengurangan sampah adalah kegiatan mengatasi timbulnya sampah 

sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar dan lainnya), 
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menggunakan ulang sampah dari sumbernya dan atau ditempat penanganan 

dan mendaur ulang sampah disumbernya dan atau di tempat pengolahan. 

Dinas Lingkungan Hidup selaku penanggungjawab pengelolaan sampah di 

Kota Bandar Lampung termasuk pada pantai Sukaraja, Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bandar Lampung sudah seharusnya berupaya bagaimana 

sampah yang ada di Pantai Sukaraja dari hari ke hari volumenya bisa 

berkurang, berikut beberapa upaya kebijakan yang telah dilakukan oleh 

lingkungan hidup yaitu antara lain: 

Tabel 2.1 Ukuran dan Capaian Kebijakan Pengelolaan Sampah 

No. Ukuran Capaian 

1. Volume Sampah Perumusan program pengurangan 

volume sampah. 

 

2. Efektivitas dan Efisiensi 

Pengelolaan Sampah 

Memberikan sarana pendukung 

pengelolaan sampah 

 

3. Pengetahuan Masyarakat 

Tentang Sampah 

Melakukan sosialisasi tentang 

bahaya dan manfaat sampah 

kepada masyarakat 

 

Pelaksanaan dari upaya evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat 

khususnya warga Kota Bandar Lampung. Dikarenakan evaluasi yang telah 

dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan sampah. Layaknya kebijakan Dinas Lingkungan Hidup 

sebagai evaluasi lainnya dalam penelitian ini juga memiliki kekurangan 

dimana kurangnya kesadaran dan wawasan masyarakat untuk membuang 

sampah pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup sehingga membuat sampah di Pantai Sukaraja 

menumpuk. 
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Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, berdasarkan 

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021, mempunyai 

kewenangan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, 

pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk 

pengelolaan pencemaran Pantai. Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki 

kewenangan pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan, 

penyelenggaraan pembinaan pengelolaan lingkungan, penyelenggaraan 

koordinasi perijinan bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan kajian dan 

penataan lingkungan. 

Dampak dari penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik 

dapat menimbulkan sumber penyakit lingkungan menjadi kotor (Kahfi, 

2017). Hal ini akan menjadi tempat yang subur bagi mikroorganisme 

patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia, dan juga menjadi tempat 

sarang lalat, tikus dan hewan liar lainnya. Pembuangan sampah ke sungai 

atau badan air dapat menimbulkan pendangkalan sungai, sehingga dapat 

memicu terjadinya banjir. 

Keberadaan sistem Desentralisasi, adanya pembagian urusan 

pemerintahan, salah satunya masalah lingkungan, maka dari itu Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mengemban tugas pemerintah 

daerah yang memiliki tupoksi dalam mengurus permasalahan lingkungan 

hidup. Maka dari itu perlu adanya peningkatan kinerja aparatur Dinas 

Lingkungan Hidup untuk mencapai tujuan tersebut. Selain tupoksi dari 

Dinas Lingkungan Hidup, permasalahan sampah juga menjadi tanggung 

jawab bersama dengan masyarakat, karena hakikatnya sampah dihasilkan 

oleh kita maka kita pula sebagai sumber solusi, sehingga perlu adanya 

pembinaan dari Pemerintah Daerah khususnya oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bandar Lampung untuk dapat membina, mampu mengajak dan 

bekerja sama dalam pengelolaan sampah. Aparatur Dinas Lingkungan 

Hidup dituntut menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan dengan 

menetapkan beberapa regulasi dan evaluasi dalam pengelolaan sampah. 
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2.3 Tinjauan Konsep Mengenai Advokasi Kebijakan Lingkungan 

2.3.1 Konsep Advokasi 

Menurut Notoadmodjo dalam (Zulyadi, 2014), advokasi adalah 

upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap memiliki pengaruh 

dalam keberhasilan suatu program maupun kegiatan yang dilakukan. Pada 

satu sisi, peran advokasi berdasarkan pada tradisi pembaruan sosial, di sisi 

lain berdasarkan pada pelayanan sosial. Aksi advokasi menjadi aksi yang 

aktif dan terarah dimana dalam menjalankan fungsi advokasi dalam 

mewakili kelompok masyarakat membutuhkan bantuan maupun layanan 

(Rosipah, 2017). Dalam menjalankan peran advokasi perlu melakukan aksi 

persuasi terhadap kelompok professional maupun kelompok elit tertentu 

untuk mencapai tujuan yang diingingkan. 

Advokasi memiliki tujuan untuk mempengaruhi seseorang atau 

kelompok dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan (Zulyadi, 2014). 

Proses advokasi cukup penting dilakukan untuk mengomunikasikan isu 

penting dengan merencanakan strategi yang memiliki target utama adalah 

pengambilan kebijakan (Sasongko, 2006). Advokasi bukanlah revolusi, 

namun dilihat sebagai bentuk atau usaha perubahan sosial. Keberhasilan 

advokasi diperoleh apabila proses yang dilakukan cukup terstruktur, 

sistematis, terencana, dan bertahap dengan tujuan yang jelas untuk 

memberikan pengaruh perubahan kebijakan untuk menjadi lebih baik. 

Keterampilan dalam advokasi menjadi suatu ilmu juga seni yang 

dipengaruhi oleh komunikasi untuk meningkatkan kinerja tim dalam 

beradvokasi. Dalam menyelenggarakan advokasi, tidak hanya 

mempengaruhi orang lain namun, memonitoring dan menentukan juga 

pihak yang akan melaksanakan advokasi, serta melakukan pengembangan 

jaringan untuk melakukan advokasi. 

Suatu organisasi dapat terlibat dalam aksi advokasi dengan memberi 

tahu suatu organisasi mengenai kebijakan dan masalah saat ini yang 

mempengaruhi suatu komunitas atau organisasi. Selain itu, dilakukan juga 

evaluasi terkait misi dan tujuan suatu organisasi atau komunitas dengan 
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memeriksa kembali program yang melibatkan advokasi sebagai sarana 

untuk mengatasi masalah atau keluhan dalam masyarakat. Aksi advokasi 

juga dapat berkolaborasi atau bekerja dalam koalisi dengan kelompok yang 

memiliki tujuan yang sama dengan organisasi atau komunitas tersebut. 

Terdapat 5 (Lima) unsur utama dalam advokasi kebijakan (Nilamsari, 

2023), yaitu antaralain: 

1) Proses dan Rencana Sistematis 

2) Menyasar Kebijakan Publik dan Bertujuan Untuk Memperbaiki 

atau Merubah Suatu Kebijakan 

3) Berisi kehendak, aspirasi, atau materi yang menjadi alternatif 

untuk mengganti atau mengubah kebijakan yang dituju 

4) Memiliki pihak yang mengadvokasi atau mendesak kepentingan 

5) Memiliki pihak yang diadvokasi atau di desak untuk melakukan 

perubahan kebijakan 

Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji Advokasi Kebijakan 

yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 

terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pantai Sukaraja Kecamatan 

Bumi Waras Kota Bandar Lampung. 

Gambar 2.1 Kerangka Advokasi 
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2.3.2 Jenis-Jenis Advokasi 

Terdapat 2 jenis advokasi, yaitu; 

1) Advokasi Litigasi, yaitu advokasi yang dilakukan melalui jalur 

hukum ke pengadilan. Jenis-jenis advokasi litigasi adalah; 

a. legal standing 

Legal standing adalah tuntutan hukum di pengadilan yang 

dilakukan oleh orang/perorangan maupun kelompok atau 

organisasi yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan 

publik tanpa harus di dasarkan adanya kepentingan hukum 

dari tuntutan tersebut dan tanpa harus merupakan penderita 

ataupun adanya kuasa hukum dari mereka yang menjadi 

penderita. 

b. class action. 

Class action dilakukan untuk tuntutan perdata yang biasanya 

terkait dengan permintaan ganti rugi yang diajukan oleh 

sejumlah orang atau kelompok tertentu. 

2) Advokasi non-litigasi, yaitu advokasi yang sifatnya lebih politis, 

antara lain advokasi kebijakan, kampanye media dan mobilisasi 

massa. 

 

2.3.3 Tahapan Advokasi 

1. Menentukan Isu 

• Sumber Isu 

Isu adalah suatu realitas (kenyataan) sosial yang menjadi 

permasalahan nyata yang ada di sekeliling kita. Kesadaran 

akan adanya permasalahan ini harus dimunculkan dengan 

cara pengamatan, pemahaman, dan interpretasi (tafsir) kita 

terhadap realitas sosial yang melingkupi kehidupan kita 

sehari-hari karena bisa jadi apa yang sebenarnya merapakan 

suatu masalah tapi kita menganggapnya bukan masalah. 
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• Alasan Pemilihan Isu 

Dari hasil pengamatan, pemahaman, dan interpretasi 

terhadap realitas sosial, maka akan dihasilkan sekian banyak 

isu. Dengan melihat kemampuan kita, maka haras dilakukan 

pilihan terhadap prioritas isu mana yang haras digarap 

terlebih dahulu. 

• Posisi Isu Secara Hukum 

Sebelum advokasi dilakukan, penting untuk mengumpulkan 

berbagai informasi berkaitan dengan peraturan atau undang-

undang yang mengatur tentang isu yang akan diangkat. Hal 

ini penting dilakukan guna menjamin kita benar-benar 

mengetahui posisi hukum isu yang diangkat, resiko yang 

akan dihadapi dan celah-celah yang dapat dimanfaatkan 

untuk melakukan advokasi dengan meminalisir resiko. 

 

2. Menentukan Target 

Target di sini diartikan sebagai tujuan dan hasil (out put) minimal 

yang ingin dicapai. Ada 5 prinsip yang dapat digunakan dalam 

penetapan target, yaitu: 

a. Specific (terfokus): apakah sasaran yang ingin dicapai 

spesifik dan jelas?  

b. Measurable (terukur): apakah hasilnya dapat diukur dan 

apakah ada indikator (alat ukur) yang jelas yang dapat 

digunakan untuk mengukurnya? 

c. Achievable (tercapai): apakah sasaran atau hasil yang ingin 

dicapai benar-benar dapat diwujudkan? 

d. Realistic (rasional): apakah sasaran atau hasil yang ingin 

dicapai adalah sesuatu yang wajar yang dapat diwujudkan? 

e. Time-bound (waktu): berapa lama waktu yang tersedia untuk 

mencapainya? 
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3. Mengumpulkan Informasi 

Suatu advokasi yang baik haras ditunjang oleh data yang 

credible (dapat dipercaya) dan valid (sah, benar). Data atau 

informasi ini dapat diperoleh dengan melakukan suatu penelitian 

yang ditujukan untuk memilih isu dan menemukan alternatif 

pemecahan masalahnya. Akses (ketercapaian) terhadap sumber 

informasi sangat penting dengan mengetahui jalur-jalur 

informasi di seputar isu yang diangkat dan contact person 

(orang-orang yang bisa dikontak) yang dapat membantu 

memperoleh isu tersebut. 

 

4. Menentukan Konstituen 

Konstituen adalah sekelompok orang yang memiliki 

kepentingan kelompok, yang kita wakili dan orang-orang dari 

mana kita mendapat dukungan politik. Cara yang dapat 

dipraktikkan adalah dengan mengidentifikasi siapa yang 

berkepentingan dan yang diuntungkan dari isu yang diangkat. 

Konstituen bisa beragam kelompok kepentingan yang jelas, 

misalnya: kelompok petani, kelompok pengusaha kecil, 

kelompok pedagang, dll. 

 

5. Menentukan Analisis Potensi Ancaman 

Dalam upaya mendesakkan maupun mengubah suatu kebijakan, 

maka tentu akan banyak tantangan yang akan menghadang. Oleh 

karena itu kita haras menganalisis potensi terlebih dulu untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahan, yang meliputi 2 hal: 

• Analisis Sumber Daya Manusia & Anggaran 

Suatu rencana hanya akan tinggal rencana jika tak ada 

sumber daya yang cukup guna mewujudkannya. Sumber 

daya ini menjadi salah satu faktor penentu apakah 

rencana advokasi yang telah disusun dapat dilaksanakan 

atau tidak. 



23 
 

• Analisis Ancaman dan Resiko 

Isu yang kita pilih bisa jadi dianggap oleh orang lain 

(terutama penentu kebijakan) sebagai isu yang 

merugikan mereka, sehingga melakukan advokasi 

terkadang memiliki konsekuensi resiko. Oleh karena itu 

sejak awal kita harus sudah menyiapkan diri untuk 

menghadapi resiko-resiko tersebut. 

 

6. Membentuk Koalisi 

Tuntutan yang diajukan oleh banyak orang dan banyak 

kelompok kepentingan (lembaga) akan lebih didengar 

dibandingkan oleh satu orang dan atau satu lembaga saja. Oleh 

karena itu kita, perlu mencari dukungan mitra sebanyak 

mungkin yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam suatu 

koalisi. Koalisi merupakan kerja sama antara beberapa individu 

atau kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih 

besar. Ada 2 keuntungan yang bisa diperoleh dari koalisi: 

a. Meningkatkan sumber, pengalaman, kredibilitas (perihal 

dapat dipercaya) dan visibilitas (kejelasan) advokasi. 

b. Meningkatkan kemungkinan perubahan kebijakan yang kita 

tuntut,untutan kita akan lebih didengar dan kemungkinan 

diraihnya sukses akan lebih besar. 

Dalam melakukan koalisi, kita bisa bergabung dalam suatu 

koalisi yang telah ada yang bisa memperjuangkan apa yang kita 

tuntut, atau dengan cara membangun suatu koalisi baru. 

 

7. Mengidentifikasi Peluang dan Hambatan 

Dalam advokasi perlu dilakukan analisis peluang yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi keunggulan-keunggulan yang kita miliki 

dan hal-hal apa yang menjadi hambatan, siapa para 

penghambatnya, dan menyiapkan solusi untuk mengantisipasi 

dan mengatasinya. Hambatan ini bisa berwujud hambatan 
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konstirusi, sistem, maupun kelemahan kita sendiri. Para 

penghambat biasanya berasal dari mereka yang merasa 

dirugikan jika advokasi itu berhasil mencapai tujuannya. 

  

8. Menentukan Strategi Advokasi 

A. Advokasi Proaktif 

Suatu strategi dimana kita secara proaktif bertindak untuk 

mempengaruhi suatu kebijakan publik sebelum kebijakan ini 

sampai ditetapkan atau disahkan secara hukum. Tennasuk 

dalam strategi ini adalah bagaimana kita juga mendesakkan 

suatu kebijakan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. 

Dalam strategi ini, kita haras secara aktif mencari dan 

mendapatkan informasi terhadap isu-isu kebijakan baru yang 

akan dikeluarkan oleh para penentu kebijakan. Terdapat 3 

cara/teknik utama yang tergolong dalam kelompok ini, yaitu: 

 

• Lobby 

Lobby merupakan sebuah kegiatan advokasi yang 

mempengaruhi para pengambil keputusan agar mau 

memberi dukungannya terhadap susut pandang kita. 

Langkah penting dalam melakukan lobby; 

- Membangun hubungan yang baik dan kita menjadi 

sumber informasi. 

- Memprioritaskan isu dan tidak meminta terlalu 

banyak. 

- Datang dengan tawaran pemecahan masalah yang 

diperoleh dari hasil penelitian. Tawaran tentang 

pemecahan masalah ini harus telah terumuskan 

dengan baik. 

- Menyiapkan kontak dan materi pertemuan dengan 

para pembuat kebijakan serta mempersiapkan 

argumen pendukung atau bantahan. 
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- Melakukan kontak, baik personal maupun 

kelembagaan. 

- Membawa data-data pendukung dalam lobby. 

Ketika kita telah bertemu dalam suatu forum dengan para 

pembuat kebijakan, maka proses lobby yang kita lakukan 

dalam forum tersebut haras mengindahkan 5 prinsip 

utama, yaitu : 

- Jangan emosional atau arogan. 

- Proses dialog harus seimbang, dalam arti : jangan 

sampai kita menguasai forum dialog dan juga jangan 

biarkan lawan bicara kita menguasai forum dialog. 

- Jangan memaksakan kehendak atau merasa kitalah 

yang paling benar. 

- Jangan mengemis. Tempatkanlah diri kita sebagai pe-

lobby yang memiliki posisi tawar. 

- Jangan datang me-lobby tanpa membawa alat lobby 

atau konsep. 

 

• Hearing 

Hearing dibagi menjadi dua, yaitu hearing kepada pihak 

pengambil kebijakan dan hearing kepada publik. Hearing 

kepada pihak pengambil kebijakan biasanya sudah 

tercakup dalam kegiatan lobby, sehingga dalam strategi 

ini kita memfokuskan diri pada kegiatan public hearing 

(dengar pendapat dengan masyarakat) yang bertujuan 

untuk mensosialisasikan gagasan kita dan mencari 

masukan atau menyerap pandangan masyarakat di 

seputar isu yang menjadi perhatian kita. Dalam 

praktiknya, public hearing dapat dilakukan melalui 

diskusi, debat terbuka, dan seminar. 
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• Kampanye 

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka mensosialisasikan wacana, ide pandangan kita 

terhadap suatui kebijakan atau suatu kasus tertentu yang 

bertujuan untuk mendapat dukungan dari publik. Alat 

yang bisa digunakan kampanye pada umumnya adalah 

media massa, baikmedia cetak (koran, majalah, dll) 

maupun media elektronik (radio, televisi, dll). Bentuk 

kegiatan kampanye, misalnya: dialog interaktif di radio 

atau TV, mengirimkan siaran pers (press release), 

melakukan konferensi pers, mengirimkan suatu artikel, 

dll. 

 

B. Advokasi Reaktif 

Adalah strategi advokasi dimana kita berusaha untuk 

mengubah kebijakan setelah kebijakan itu diundangkan atau 

ditetapkan secara hukum, atau setelah masyarakat 

menanggung akibat dari kebijakan tersebut. Oleh karena 

asifatnya reaktif, maka strategi ini terkdang bersifat 

konfrontatif/perlawanan. Cara/teknik advokasi yang masuk 

dalam kelompok ini adalah : legal standing, class action, 

boikot, demonstrasi. 

• Boikot 

Boikot adalah melakukan pembangkangan atau 

penolakan untuk melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah. Boikot merapakan pembalasan /hukuman 

terhadap kebijakan/sikap yang tidak kita setujui. 

Himbauan untuk boikot biasanya diawali oleh sebuah 

deklarasi yang diikuti serangkaian kampanye. 

• Demostrasi/Unjuk Rasa 

Sebelum demo yang pada umumnya melibatkan banyak 

orang dilakukan, maka sebelumnya harus dilakukan 
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terlebih dulu analisa secara seksama : apa tujuan demo, 

siapa yang terlibat dalam demo, berapa jumlah orang 

yang diharapkan ikut demo, apakah ada kemampuan 

untuk mengendalikan massa agar tidak anarkhis, apa 

dampak yang akan ditimbulkan dari demo tersebut. 

 

9. Melaksanakan Advokasi dan Refleksi 

Dua prinsip yang haras diingat dalam menjalankan agenda 

advokasi adalah kecepatan menangkap peluang dan ketepatan 

waktu bertindak. Oleh karena itu perlu diketahui tentang sistem 

pemerintah, sistem legislatif dan jadwal kerjanya, identifikasi 

pendukung dan penentang, siapa saja dari kalangan pembuat 

kebijakan yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kita. 

Jika agenda advokasi telah dilakukan, maka haras dilakukan 

refleksi (mengenai apa saja telah kita lakukan). 

 

10. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi penting untuk kelanjutan advokasi 

karena kita akan mengetahui kelemahan dan kelebihan kita yang 

bisa dijadikan pedoman untuk menentukan langkah selanjutnya 

: apakah strategi yang digunakan sudah tepat atau perlu diganti, 

apakah isu yang dianggkat sudah tepat dengan kebutuhan dan 

kepentingan saat itu. Monitoring menciptakan kesempatan untuk 

berdiskusi tentang status perabahan kebijakan dengan para 

peserta yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, praktisi bisnis, 

dan kelompok-kelompok lain yang memungkinkan untuk 

meningkatkan dukungan untuk kebijakan yang kita tuntut dan 

yangingin dicapai. Evaluasi difokuskan pada pengaruh dan 

akibat. 
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2.4 Tinjauan Konsep Non-Governmental Organization (NGO) 

2.3.1 Pengertian Non-Governmental Organization (NGO) 

Menurut Ririen (2009) NGO adalah suatu kelompok atau lembaga 

yang melakukan aktifitas di luar struktir politik yang teroragnisir. 

NGO memiliki tujuan yang menjadi minat para anggota dengan 

mengupayakannya melalui lobi, persuasi, atau aksi langsung. NGO 

dibentuk oleh warga negara yang memiliki misi maupun pelayanan 

serta menggunakan NGO untuk melakukan advokasi (Rizky, 2017). 

Terdapat kelompok besar dan kecil dalam struktur NGO dan terdapat 

beberapa organisasi lokal maupun internasional yang memiliki 

fokus pada satu masalah namun memiliki advokasi dengan topik 

yang berbeda. NGO tidak hanya bekerja untuk masyarakat, tetapi 

bekerja sebagai penasihat pemerintah, lembaga internasional, 

bahkan PBB. 

Menurut World Bank, NGO merupakan organisasi swasta yang 

melakukan kegiatan untuk meringankan penderitaan, melindungi 

lingkungan, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan 

pengembangan masyarakat (Hananti, Haryono, & Diana, 2016). 

Dalam hal ini, NGO berkontribusi pada keberlanjutan dan 

efektivitas proyek dengan melakukan pendekatan inovatif yang 

mendorong partisipasi masyarakat (Rahman, Wasistiono, Riyani, & 

Tahir, 2023). Selain itu, NGO memberikan manfaat yang dapat 

meningkatkan peran NGO melalui proyek yang dikerjakan. Pada 

dasarnya NGO didanai oleh berbagai sumber, diantaranya donor 

individu, badan amal, perusahaan, yayasan, maupun pemerintah. 

Terdapat dua kategori NGO, yaitu NGO Operasional dan NGO 

Advokasi. NGO Operasional memiliki tujuan merancang serta 

mengimplementasikan proyek terkait pembangunan yang bersifat 

nasional, internasional, maupun komunitas. Sementara NGO 

Advokasi memiliki tujuan untuk mempromosikan tujuan tertentu 



29 
 

dengan meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat 

melalui berbagai kegiatan (Cassandra, 2022). 

2.4.2 Ciri-Ciri Non-Governmental Organization (NGO) 

Adapun ciri-ciri NGO (Non-Governmental Organization) dalam 

(Praja, 2009) adalah sebagai berikut : 

a. Organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, 

ataupun negara; 

b. Dalam melakukan kegiatannya, organisasi ini tidak 

berorientasi pada keuntungan; 

c. Kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat 

umum, tidak hanya untuk kepentingan anggota seperti yang 

dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi lainnya. 

 

2.4.3 Fungsi Non-Governmental Organization (NGO) 

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2013 pasal 6, dikatakan 

bahwa ormas berfungsi sebagai sarana: 

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau 

tujuan organisasi 

2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan 

tujuan organisasi 

3. Penyalur aspirasi masyarakat 

4. Pemberdayaan masyarakat 

5. Pemenuhan pelayanan sosial 

6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan 

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa 

7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
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2.4.4 Peran Non-Governmental Organization (NGO) 

Dalam era otonomi daerah, NGO memiliki peran yang cukup 

penting dalam mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah. 

Tujuan otonomi daerah yaitu menggali potensi lokal yang dimiliki 

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut 

Karsidi (2001) Peran NGO dalam otonomi daerah dibedakan 

menjadi 2 yaitu: 

1. Peranan Makro Dalam otonomi daerah peranan makro yang 

dapat dilakukan NGO adalah berusaha menjaga independensi 

dan mengembangkan kemandirian organisasi. Peran tersebut 

dapat dilakukan dengan cara: 

- Mendirikan kembali lembaga-lembaga independen di 

berbagai level daerah 

- Mencoba mengembangkan mekanisme kerja yang mengarah 

pada fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintah 

- Menyebarluaskan (dissemination) berbagai informasi yang 

masih menjadi masalah yang dihadapi 

2. Peranan Mikro Peranan mikro yang dapat dilakukan NGO dalam 

era otonomi daerah yaitu memfasilitasi kelompok-kelompok 

masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan, 

memecahkan masalah, serta mengelola sumber daya 

disekitarnya menuju kemandirian ekonomi lokal. Peran tersebut 

dapat dilakukan dengan cara: 

- Mengembangkan daya saing 

- Membantu pelaku ekonomi rakyat melepaskan diri dari 

isolasi yaitu dengan masuk ke dalam jaringan pasar 

- Mengembangkan kemandirian kelembagaan 

 

Menurut Menteri Dalam Negeri (2009) NGO baik yang terlibat 

secara langsung (Business Development Service) atau yang tidak 

terlibat langsung memiliki peran besar dalam 2 kategoori, yaitu: 
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1. Pemberdayaan pelaku usaha sebagai produsen Pemberdayaan 

tersebut dilakukan melalui pengorganisasian dan pendampingan 

dalam klaster seperti manajemen, peningkatan kualitas, dan 

pemasaran. 

2. Advokasi i yang dilakukan NGO seperti penyadaran akan hak 

dan kontrol atas kebijakan pemerintah daerah yang merugikan 

pelaku usaha. 

 

Menurut Willis dalam (Bastian, 2007), peran-peran yang dilakukan 

NGO khususnya dalam pembangunan di masyarakat golongan 

bawah berorientasi atau mengacu pada: 

1. Kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan 

2. Bantuan darurat 

3. Pengembangan pendidikan 

4. Partisipasi dan pemberdayaan 

5. Swasembada 

6. Advokasi 

7. Jaringan 

 

NGO baik yang terlibat secara langsung (Business Development 

Service) atau yang tidak terlibat langsung memiliki peran besar 

dalam 2 kategoori, yaitu (Menteri Dalam Negeri 2009): 

1. Pemberdayaan pelaku usaha sebagai produsen Pemberdayaan 

tersebut dilakukan melalui pengorganisasian dan pendampingan 

dalam klaster seperti manajemen, peningkatan kualitas, dan 

pemasaran. 

2. Advokasi yang dilakukan NGO seperti penyadaran akan hak dan 

kontrol atas kebijakan pemerintah daerah yang merugikan 

pelaku usaha. Menurut Willis (2005) peran-peran yang 

dilakukan NGO khususnya dalam pembangunan di masyarakat 

golongan bawah berorientasi atau mengacu pada: 

a. Kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan 
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b. Bantuan darurat 

c. Pengembangan pendidikan 

d. Partisipasi dan pemberdayaan 

e. Swasembada 

f. Advokasi 

g. Jaringan 

 

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2013 pasal 6, dikatakan 

bahwa NGO memiliki peran sebagai berikut. 

a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota 

dan/atau tujuan organisasi 

b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan 

tujuan organisasi 

c. Penyalur aspirasi masyarakat 

d. Pemberdayaan masyarakat 

e. Pemenuhan pelayanan sosial 

f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan 

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa 

g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 

2.4.5 Dampak Non-Governmental Organization (NGO) 

Menurut Ismawan (2003) Dari peran yang dilakukan NGO tersebut 

membawa peran yang positif. Berikut merupakan dampak dari 

positif dari keberadaan NGO: 

a. Dampak Sosial 

Melalui pengetahuan (knowledge) yang diberikan oleh NGO 

kepada masyarakat, diharapkan wawasan pemikiran masyarakat 

semakin meningkat sehingga masyarakat memiliki kemampuan 

untuk memikirkan banyak alternatif dalam usaha mencukupi 

kebutuhan hidup. Peningkatan pengetahuan yang diberikan 

kepada masyarakat dapat melalui dua jalur, yaitu jalur langsung 
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dan tidak langsung. Peningkatan pengetahuan secara langsung 

terjadi apabila masyarakat mendapatkan penyuluhan, pelatihan, 

konsultasi, dan sebagainya. Sedangkan peningkatan 

pengetahuan secara tidak langsung terjadi sejalan dengan 

terintegrasinya masyarakat dalam suatu kelompok swadaya. 

Melalui peran yang dilakukan NGO, intervensi pembinanaan 

dapat membantu pemecahan permasalahan sosial yang terdapat 

dalam kelompok. Akibatnya penanganan masalah tersebut dapat 

dilakukan secara tepat sasaran dan lebih tuntas. Di samping itu, 

interaksi yang intensif dapat menyebabkan terjadinya proses 

transformasi sosial. 

 

b. Dampak Perekonomian 

Dalam bidang ekonomi, intervensi pembinaan mampu 

mendorong masyarakat untuk melakukan pemupukan modal. 

Selama ini faktor tidak berhasilnya masyarakat dalam 

memperbaiki kehidupannya adalah masyarakat tidak mampu 

melakukan pemupukan modal yang dapat digunakan sebagai 

pengembangan usaha. Dengan sistem kelompok, modal yang 

kecil dari setiap masyarakat dapat dikembangkan dan dapat 

dipergunakan sebagai modal usaha. Di samping itu, dengan 

adanya modal yang terkumpul dapat mengundang partisipasi 

dana yang lebih lebih besar dari pihak ketiga. 

 

c. Dampak Kemasyarakaatan 

Proses interaksi di dalam kelompok semakin meningkatkan 

wawasan pemikiran. Adanya kelompok sebagai wadah 

aktualisasi masyarakat menyebabkan keterlibatan masyarakat 

dalam proses pembangunan. Kesadaran untuk turut berperan 

aktif dalam kegiatan kelompok mempunyai dampak lebih lanjut, 

yaitu adanya kesediaan masyarakat atau kelompok untuk 

berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang 
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ditawarkan pemerintah. Proses pengembangan kemandirian dan 

kesadaran berpartisipasi telah menjembatani kesenjangan sosial 

di tingkat lokal. Dengan menyempitnya kesenjangan sosial 

berarti stabilitas sosial politik pun dapat terus berlanjut. 

 

2.4.6 Peran NGO Dalam Advokasi Kebijakan Lingkungan di Kota 

Bandar Lampung 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Non-

Govermental Organization (NGO) memiliki tujuan yang dapat 

dilakukan dengan aksi langsung kepada masyarakat. Penelitian ini 

akan menganalisis aksi NGO sebagai salah satu aspek yang 

membuka ruang advokasi bagi Dinas Lingkungan Hidup dan 

Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk merumuskan kebijakan 

tepat sasaran dan tepat guna dalam upaya penanggulangan sampah 

di Pantai Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. 

 

2.5 Kerangka Pikir 

Berdasarkan landasan teori evalusasi kebijakan dan beberapa pemaparan yang 

ada di atas, dalam kegiatan pengelolaan sampah yang sistematis dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah perlu suatu 

rangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan 

pembuangannya. Persampahan masih menjadi suatu permasalahan yang apabila 

tidak ditangani dengan baik, maka dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai 

masalah lain, terutama masalah yang berkaitan pada kesehatan manusia yang dalam 

hal ini adalah masyarakat, maupun mahkluk lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut 

diperlukan pengelolaan terhadap sampah. 

 Kerangka pikir adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk 

memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam 

penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar 

penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pikir untuk 
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mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat 

memperjelas konteks penelitian, metedologi, serta penggunaan teori dalam 

penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu 

penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan 

dengan fokus penelitian.  

Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur 

penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal (Sugiyono, 2017: 92). Sebuah 

kerangka pikir bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang di dapat dari berbagai 

sumber-sumber, atau juga bukan sekedar sebuah pemahaman. Tetapi, kerangka 

pikir membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan 

sebuah penelitian, dalam kerangka pikir dibutuhkan sebuah pemahaman yang 

didapat peniliti dari hasil pencarian sumbersumber, dan kemudian di terapkan 

dalam sebuah kerangka pikir. Pemahaman dalam sebuah kerangka pikir akan 

melandasi pemahaman- pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu. 

Kerangka pikir ini akhirnya akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi 

pondasi bagi setiap pemikiran lainnya. Demikian kerangka berpikir yang terdapat 

dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 
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Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mendata, produksi sampah 

domestik di wilayah Lampung mencapai 4.515 ton per hari. Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Budiman Mega menyebut total sampah 

lebih dari 300 ton itu dari satu lokasi saja yakni di tepi Pantai Sukaraja. Pengelolaan 

sampah domestik di Lampung baru tertangani hanya 33,65% dari total produksi 

sampah selama tahun 2021. Jenis sampah yang dikelola saat ini kebanyakan sampah 

organik, untuk itu, perlu adanya pengelolaan sampah organik agar bermanfaat 

seperti bank sampah. 

Non-Govermental Organization (NGO) lingkungan berperan sebagai advokat 

yang memperjuangkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Mereka 

melakukan advokasi pada pemerintah dan lembaga terkait untuk merumuskan 

kebijakan yang tepat sasaran dan tepat guna. Non-Govermental Organization 

Pengelolaan Sampah 
Program-program 

Kebijakan Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Bandar Lampung 

Masalah Volume Sampah 

Peran NGO Dalam Mengadvokasi 
Permasalahan Lingkungan Hidup dan 

Meningkatkatkan Partisipasi 
Masyarakat 

Tingkat Kepedulian Kebersihan  
di Pantai Sukaraja,  

Kecamatan Bumi Waras,  
Kota Bandar Lampung. 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 
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(NGO) dapat berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kota 

Bandar Lampung untuk mengatasi masalah sampah di Pantai Sukaraja. Mereka 

dapat memberikan masukan, melakukan riset, dan mengadvokasi kebijakan yang 

mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik. Non-Govermental Organization 

(NGO) lingkungan menyebarkan kesadaran tentang isu lingkungan kepada 

masyarakat. Mereka mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan 

sampah, pengurangan plastik, dan pelestarian alam. Dengan melibatkan 

masyarakat, Non-Govermental Organization (NGO) membantu menciptakan 

kesadaran kolektif dan memperkuat dukungan untuk kebijakan lingkungan yang 

optimal di Kota Bandar Lampung, terkhusus dalam pengelolaan sampah di Pantai 

Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan 

permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah 

penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar 

(Lexy J: 2007). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk 

mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Pendekatan penelitian 

kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi 

berdasarkan bukti-bukti kualitatif pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami 

oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya. 

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan 

menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, 

dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas. 

Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang- orang 

dan prilaku yang diamati. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data 

deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan 

uraian. Suharsimi Arikunto juga menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif 

yaitui jika peneliti ingin mengetahui status sesuatu dan sebagainya, maka 

penelitiannya bersifat deskriptif yaitu menjelaskan peristiwa dan sesuatu. Dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, 

gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka 

statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai 
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situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari pihak yang 

dapat diamati. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi 

diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus 

penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umun 

tentang kenyataan- kenyataan tersebut menggunakan data yang pasti merupakan 

kriteria dari penelitian secara kualitatif dimana pengertian dari data yang pasti itu 

sendiri merupakan data yang sebenarnya terlihat dan terucap, tetapi mengandung 

makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut, diperlukan beberapa sumber data 

dan berbagai teknik pengumpulan data. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya 

umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut 

tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis 

terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik 

suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut. 

Peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat lebih menjelaskan 

dengan bahasa-bahasa yang dapat menggambarkan suatu fenomena sehingga lebih 

sistematis. Fenomena tersebut baik berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, 

perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena 

yang lainnya. 

Pada penelitian ini untuk mengetahui penyebab belum teratasinya sampah di 

Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung yakni dengan 

menggunakan metode evaluasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mengetahui penyebab belum 

teratasinya sampah di sekitar Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota 

Bandar Lampung. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melaksanakan penelitiannya supaya 

memeroleh informasi mengenai data-data yang diperlukan untuk pemecahan 
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masalah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wahana Lingkungan 

Hidup (WALHI) Lampung di Jl. Pramuka No.56 35152 Bandar Lampung Sumatera, 

juga di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung di Jl. Pulau Sebesi, 

Sukarame, Kota Bandar Lampung dan melakukan observasi pada Pantai Sukaraja, 

Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Terdapat dua 

maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian 

dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi 

studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi 

atau kriteria masuk-keluar (inclusion-exlusion criteria) suatu informasi yang baru 

diperoleh di lapangan (Moleong, 2014). 

Fokus penelitian telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep dari beberapa 

pemaparan diatas, yaitu berfokus pada Advokasi Kebijakan Pengelolaan Sampah 

pada Pantai Sukaraja Bandar Lampung oleh Dinas Lingkungan Hidup Bandar 

Lampung, yang terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Menentukan Isu 

2. Menentukan Target 

3. Mengumpulkan Informasi 

4. Menentukan Konstituen 

5. Menentukan Analsisi Potensi Ancaman 

6. Membentuk Koalisi 

7. Mengidentifikasi Peluang dan Hambatan 

8. Menentukan Strategi Advokasi 

9. Melakukan Advokasi dan Refleksi 

10. Monitoring & Following Up Advokasi 
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3.4 Jenis Data Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan meneliti langsung ke objek penelitian, dengan 

memfokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan proses advokasi kebijakan 

terkait pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup yang berfokus pada 

Pantai Sukaraja, Bandar Lampung. Sumber data adalah benda, hal, atau orang 

maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan 

analisis data untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. 

Jenis data dalam penelitian ini yakni: 

1) Data Primer 

Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Data 

primer merupakan data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, 

kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan 

nara sumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. 

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung 

dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan 

masalah penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa 

informan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni 

dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 

dalam penelitian. 

 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah 

berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, 

buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data sekunder pada 

penelitian ini adalah data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung, berupa buku-buku pendukung, dan internet yang berkaitan 

dengan pengelolaan sampah pada Pantai Sukaraja atau daerah pesisir pantai, 

dan juga internet. 
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3.5 Informan Penelitian 

Informan menurut Sugiyono (2014:218) adalah orang yang diperkirakan 

menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek 

penelitian. Dalam penelitian ini ditentukan dengan purposive sampling karena 

peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih adalah sebagai pihak-pihak yang 

terlibat dalam proses advokasi dan pengelolaan sampah di Pantai Sukaraja, 

Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Berikut tabel informan penelitian 

dalam penelitian ini: 

No. Informan 
1. Wahana Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung  
2. Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung 
3. Masyarakat Setempat yang Terdampak 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

1. Observasi 

Teknik observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara 

sengaja sistematis dengan menggunakan indera terhadap beberapa peristiwa 

yang terjadi atau berlangsung ditangkap pada waktu peristiwa tersebut 

terjadi. Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis masalah yang akan 

di selidiki. Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti melakukan 

observasi pada Pantai Sukaraja, Kota Bandar Lampung. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan 

tanya jawab dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Metode ini 

mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, 

mencoba untuk mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan 

langsung dari seorang informan. Peneliti menggunakan jenis wawancara 

semi terstruktur yaitu jenis wawancara, yang telah dibuat beberapa 
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pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk 

mengorek pertanyaan lebih lanjut. Wawancara di lakukan untuk mengetahui 

evaluasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 

dalam pengelolaan sampah pada Pantai Sukaraja, Bandar Lampung. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun 

dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar 

maupun elektronik. Metode ini merupakan teknik pengambilan data dari 

sumber data yang berasal dari non manusia, sumber ini merupakan sumber 

yang akurat dan stabil sebagai cerminan kondisi yang sebenarnya dan lebih 

mudah dianalisis secara berulang-ulang. Menurut Suharsimi Arikunto 

metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, foto, prasasti, notulen, legger, 

agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengumpulkan data terutama yang berkaitan dengan 

pengelolaan sampah di Pantai Sukaraja, Bandar Lampung oleh Dinas 

Lingkungan Hidup. Kemudian data-data terkait pelaksanaan pengelolaan 

sampah di Pantai Sukaraja, Bandar Lampung: sejarah berdiri, visi dan misi, 

struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, dan 

dokumen-dokumen lain berkaitan dengan penelitian. 

 

3.7 Teknik Pengolahan Data 

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka langkah 

selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: 

1. Editing (Pemeriksaan Data) 

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari 

kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasanmakna,kesesuaian dan 

relevansinya dengan data yang lain. Editing atau pemeriksaan yakni 

pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk 

mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan 

untuk bisa diproses lebih lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dalam editing 
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ini adalah kelengkapan pengisian kuesioner, keterbacaan tulisan, kesesuaian 

jawaban, dan relevansi jawaban. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

proses editing terhadap hasil data obesrvasi, wawancara, dan dokumen 

terkait pengelolaan sampah di Pantai Sukaraja pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bandar Lampung. 

2. Classifying (Klasifikasi) 

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari 

hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan 

langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut 

dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai 

kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah 

dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang 

diperlukan oleh peneliti. Kemudian data- data tersebut dipilah dalam 

bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh 

pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen. 

3. Verifying (Verifikasi) 

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat 

dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam 

penelitian. 

4. Concluding (Kesimpulan) 

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses 

pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah 

data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah 

concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari 

tiga proses sebelumnya: editing, classifying, dan verifying. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian 

memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana 

yang harus dipelajari, yakni analisa data adalah proses merinci usaha secara formal 

untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan 

sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu. Di mana data yang 
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diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen dibahas secara mendalam 

sehingga tergambar antara hubungan yang satu dengan yang lainnya, dengan 

demikian maka dapat diketahui pengelolaan sampah di Pantai Sukaraja pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung. Oleh karena itu 

selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan 

kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah 

Lampung. Kota Bandar Lampung memiliki letak yang strategis karena merupakan 

daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa 

sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar 

Lampung sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata. 

 

4.1.1 Geografis Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung yang 

memiliki luas wilayah daratan 197,22 Km2, dengan panjang garis pantai 

sepanjang 27,01 Km, dan luas perairan kurang lebih 39,82 Km2 yang 

teridiri dari Pulau Kabur dan Pulau Pasaran. Secara geografis Kota Bandar 

Lampung terletak pada koordinat 5° 20’ - 5°30’ Lintang Selatan dan 

105°28’-105°37’ Bujur Timur. 

 

4.1.2 Wilayah Administratif Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km2 yang terdiri 

dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan, dengan luas wilayah masing-masing 

kecamatan yang dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Wilayah Administratif Kota Bandar Lampung 

No Kecamatan Luas (Km2) 
1 Teluk Betung Barat 11,02 
2 Teluk Betung Timur 14,83 
3 Teluk Betung Selatan 3,79 
4 Bumi Waras 3,75 
5 Panjang 15,75 
6 Tanjung Karang Timur 2,03 
7 Kedamaian 8,21 
8 Teluk Betung Utara 4,33 
9 Tanjung Karang Pusat 4,05 
10 Enggal 3,49 
11 Tanjung Karang Barat 14,99 
12 Kemiling 24,24 
13 Langkapura 6,12 
14 Kedaton 4,79 
15 Rajabasa 13,53 
16 Tanjung Senang 10,63 
17 Labuhan Ratu 7,97 
18 Sukarame 14,75 
19 Sukabumi 23,6 
20 Wayhalim 5,35 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 2023 

Secara administratif, Kota Bandar Lampung berbatasan langsung 

dengan beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu: 

1. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten 

Lampung Selatan. 

2. Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung. 

3. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan 

Padang Cermin, Pesawaran. 

4. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, 

Kabupaten Lampung Selatan. 
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Gambar 4.1 Peta Administratif Kota Bandar Lampung 

 

Sumber: BAPPEDA Kota Bandar Lampung, 2023 

4.1.3 Topografi Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung sebagian besar terletak di ketinggian 0-700 meter 

di atas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari: 

1. Daerah pantai yaitu Teluk Betung dan Panjang 

2. Daerah perbukitan yaitu sekitar Telukbetung bagian utara. 

3. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar 

Tanjung Karang bagian barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau 

serta perbukitan batu serampok di bagian timur selatan. 

4. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian selatan. 

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km2 yang terdiri 

dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan, dengan luas wilayah masing-masing 

kecamatan yang berkenaan dengan ketersediaan ruang terbuka hijau.  
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Kota Bandar Lampung memiliki kawasan hijau atau Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) yang tersebar di seluruh kawasan Kota Bandar Lampung yang 

dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Kawasan RTH di Kota Bandar Lampung 

No Kecamatan Luas (Km2) Presentase (%) 
1 Teluk Betung Barat 11,02 5,59 
2 Teluk Betung Timur 14,83 7,52 
3 Teluk Betung Selatan 3,79 1,92 
4 Bumi Waras 3,75 1,9 
5 Panjang 15,75 7,99 
6 Tanjung Karang Timur 2,03 1,03 
7 Kedamaian 8,21 4,16 
8 Teluk Betung Utara 4,33 2,2 
9 Tanjung Karang Pusat 4,05 2,05 
10 Enggal 3,49 1,77 
11 Tanjung Karang Barat 14,99 7,6 
12 Kemiling 24,24 12,29 
13 Langkapura 6,12 3,1 
14 Kedaton 4,79 2,43 
15 Rajabasa 13,53 6,86 
16 Tanjung Senang 10,63 5,39 
17 Labuhan Ratu 7,97 4,04 
18 Sukarame 14,75 7,48 
19 Sukabumi 23,6 11,97 
20 Wayhalim 5,35 2,71 
Sumber: BAPPEDA Kota Bandar Lampung, 2023 

4.1.4 Demografi Kota Bandar Lampung 

Secara demografis, Kota Bandar Lampung terdiri dari banyak etnik, 

sehingga bisa dibilang Kota Bandar Lampung bersifat heterogen, dengan 

jumlah penduduk sebesar 1.033.803 jiwa Kota Bandar Lampung dalam 

angka 2019. Dengan data per kecamatan yang disajikan dalam tabel 4.3 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk Kota Bandar Lampung 

No Kecamatan Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk 
1 Teluk Betung Barat 31461 2855 
2 Teluk Betung Timur 43971 2965 
3 Teluk Betung Selatan 41550 10963 
4 Bumi Waras 59912 15977 
5 Panjang 78456 4981 
6 Tanjung Karang Timur 39183 19302 
7 Kedamaian 55533 6764 
8 Teluk Betung Utara 53423 12338 
9 Tanjung Karang Pusat 53982 13329 
10 Enggal 29655 8497 
11 Tanjung Karang Barat 57765 3854 
12 Kemiling 69303 2859 
13 Langkapura 35839 5856 
14 Kedaton 51795 10813 
15 Rajabasa 50710 3748 
16 Tanjung Senang 48333 4547 
17 Llabuhan Ratu 47347 5941 
18 Sukarame 60101 4075 
19 Sukabumi 60554 2566 
20 Wayhalim 64930 12136 

Jumlah 1033803 Jiwa 5242 Jiwa/Km2 
Sumber: Sensus Penduduk Kota Bandar Lampung, 2020 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa, jumlah penduduk Kota 

Bandar Lampung yang paling banyak yaitu berada di Kecamatan Panjang 

yaitu sebesar 78.456 jiwa dengan tertinggi kedua yaitu Kecamatan 

Kemiling. Jumlah penduduk yang paling rendah terdapat di Kecamatan 

Enggal dengan jumlah penduduk sebesar 29.655 jiwa dan jumlah penduduk 

terendah kedua yaitu kecamatan Teluk Betung Barat sebesar 31.461 jiwa.   

Kepadatan penduduk yang paling tinggi di Kota Bandar Lampung yaitu 

berada di Kecamatan Tanjung Karang Timur dengan kepadatan sebesar 
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19.302 jiwa dan kepadatan penduduk yang paling rendah berada di 

Kecamatan Sukabumi yaitu dengan jumlah kepadatan sebesar 2.566 jiwa. 

 

4.2 NGO Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) 

4.2.1 Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia 

 

Gambar 4.2 Logo Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia 

 

Sumber: WALHI Indonesia 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan organisasi 

lingkungan hidup yang independen, non-profit dan terbesar di Indonesia. 

WALHI kini hadir di 28 propinsi dengan total 479 organisasi anggota dan 

156 anggota individu (terhitung Desember 2011) yang secara aktif 

berkampanye di tingkat lokal, nasional dan internasional. Di tingkat 

internasional, WALHI berkampanye melalui jaringan Friends of the Earth 

Internasional (FOE) yang beranggotakan 71 organisasi akar rumput di 70 

negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 2 juta anggota individu dan 

pendukung di seluruh dunia. Nilai-nilai dasar WALHI diantaranya : 



52 
 
 

 

 
 

Demokrasi, keadilan antar generasi, keadilan gender, penghormatan 

terhadap makhluk hidup, persamaan hak masyarakat adat, solidaritas sosial, 

anti kekerasan, keterbukaan, keswadayaan, profesionalisme. 

 

4.2.2 Wahana Lingkungan Hidup (WAHLI) Lampung 

WALHI Lampung didirikan pada tanggal 15 Oktober 1991, saat ini 

memiliki 13 Lembaga anggota dan 4 anggota individu. WALHI Lampung 

merupakan organisasi publik yang mandiri dan tidak berorientasi laba. 

WALHI Lampung membuka keanggotaan baik yang berasal dari organisasi 

maupun individu. WALHI Lampung juga membuka diri bagi setiap orang 

untuk bergabung menjadi sahabat WALHI untuk bersama-sama melakukan 

pembelaan dan penyelamatan lingkungan hidup. 

Kantor Wilayah WALHI Lampung berada di Jl. Pramuka No.56 35152 

Bandar Lampung Sumatera. Gerakan WALHI pertama kali di Lampung 

ditandai dengan keikutsertaan kelompok pecinta alam dalam acara 

“Sarasehan Lingkungan Hidup antar- LSM, Perguruan Tinggi, Pencinta 

Alam dan Pemerintah se-Sumatera,” pada tahun 1987, Kelompok Pencinta 

alam yang mewakili lampung adalah Pencinta Alam Watala, dan Putra 

Rimba ( Edi Karizal Watala,Sentot Puri) yang diselenggarakan bersama oleh 

Gemapala Wigwam, Impalm, Kemasda, Sekretariat WALHI, dan PPLH 

UNSRI di Palembang Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut menjadi 

momentum baru gerakan WALHI Lampung dengan adanya pertemuan-

pertemuan rutin kelompok pencinta alam lampung yang di pelopori oleh 

Watala, Wanacala, Putra Rimba dengan membahas kegiatan tentang kasus-

kasus lingkungan yang ada di provinsi lampung. 

 

4.2.3 Visi dan Misi WALHI Lampung 

Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan 

demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber 
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kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Untuk 

mewujudkan visi tersebut di atas ditetapkanlah misi sebagai berikut; 

1. Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat 

2. Mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi 

kedaulatan rakyat 

3. Mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang 

menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan 

4. Membangun alternatif tata ekonomi dunia baru 

5. Mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber-sunber kehidupan 

rakyat yang adil dan berkelanjutan 

 

4.2.4 Tujuan Strategis WALHI Lampung 

Adapun tujuan dari berdirinya WALHI Lampung adalah sebagai 

berikut; 

1. Memperluas jaringan ecovillage (kampung lestari) untuk 

mengurangi konflik tanah dan kekayaan alam agar tercipta 

kehidupan komunitas yang berkelanjutan 

2. Menggalang kekuatan intelektual muda dan dukungan publik untuk 

mempercepat pemulihan krisis ekologis di Lampung 

3. Memastikan keadilan lingkungan untuk menjamin kualitas 

kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat bagi komunitas 

marjinal di pedesaan dan perkotaan. 

 

4.2.5 Sumber Pendanaan WALHI Lampung 

Pendanaan WALHI Lampung diperoleh dari iuran anggota, sumbangan 

pengurus, sumbangan alumni WALHI Lampung, sumbangan sahabat 

WALHI Lampung, sumbangan masyarakat dan hibah dari lembaga mitra, 

baik mitra lokal, nasional maupun internasional sepanjang tidak 

bertentangan dengan visi, misi dan nilai-nilai dan bersifat tidak mengikat. 
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Penggunaan dana akan dipertanggungjawabkan kepada publik dalam 

Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) dan Pertemuan Daerah 

Lingkungan Hidup (PDLH). 

 

4.3 Pantai Sukaraja 

Pantai Sukaraja berada di Kecamatan Bumi Waras, yang merupakan salah satu 

kecamatan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia. Pantai ini 

cukup mudah diakses dari pusat kota karena letaknya yang berada di Kota Bandar 

Lampung. Pantai Sukaraja memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. 

Dengan penambahan dan peningkatan fasilitas, serta promosi yang lebih intensif, 

pantai ini dapat menarik lebih banyak wisatawan lokal maupun internasional. 

Gambar 4.3 Lokasi Pantai Sukaraja 

 

Sumber: Google Maps, 2024 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Advokasi Kebijakan Pengelolaan Sampah 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Di Pantai Sukaraja Kecamatan 

Bumi Waras Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung, diperoleh 

sejumlah kesimpulan sebagai berikut; 

1. Secara keseluruhan, proses Advokasi yang telah di laksanakan oleh WALHI 

Lampung terkait permasalahan sampah di Pantai Sukaraja, Kecamatan 

Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, sudah cukup memenuhi indikator 

advokasi. Namun WALHI Lampung tidak mampu memenuhi semua 

indikator dalam mengadvokasi permasalahan ini, sehingga hasil yang 

diperoleh cenderung kurang karena strategi advokasi yang di tempuh 

bersifat reaktif dan konfrontatif. Sehingga advokasi permasalahan sampah 

di Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, tidak 

menghasilkan solusi berkelanjutan yang benar-benar menyelesaikan 

permasalahan sampah disana.  

2. Strategi advokasi reaktif yang diambil oleh WALHI Lampung tidak benar-

benar diinisiasi, melainkan diakibatkan oleh masifnya opini publik di sosial 

media pasca ajakan demonstrasi bersih-bersih sampah yang digagas oleh 

oleh Pandawara Group. hal ini dibuktikan dengan tidak adanya follow-up 

atau rencana tindak lanjut setelah demonstrasi bersih-bersih masal tersebut. 

3. Dari 10 indikator yang terangkum dalam 3 tahapan advokasi, walhi lampung 

berhasil memenuhi; 
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a. Penentuan Target 

WALHI Lampung berhasil menentukan target masyarakat yang akan 

di Advokasi, yaitu masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di 

sekitar Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar 

Lampung. 

b. Penentuan Konstituen 

WALHI Lampung berhasil menganalisis pelaksana kebijakan 

terkait, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung 

c. Analisa Ancaman 

WALHI Lampung berhasil menganalisis kondisi objektif terkait 

ancaman dari kegiatan advokasi reaktif yang dilaksanakan di Pantai 

Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. 

4. Dari 10 indikator yang terangkum dalam 3 tahapan advokasi, walhi lampung 

tidak berhasil memenuhi; 

a. Penentuan Isu 

WALHI Lampung tidak benar-benar melakukan penelusuran 

mandiri isu tersebut, karena isu terkait sampah di Pantai Sukaraja, 

Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, diperoleh oleh 

WALHI Lampung melalui influencer Pandawara Group. 

b. Pengumpulan Informasi 

Dalam tahapan investigasi dan pengumpulan informasi, WALHI 

Lampung tidak melibatkan mitra secara langsung 

c. Pembentukan Koalisi 

WALHI Lampung tidak bekerja sama dengan instansi pendidikan, 

WALHI Lampung hanya bekerja sama dengan media masa dan 

influencer Pandawara Group. 

d. Identifikasi Peluang 

WALHI Lampung tidak melibatkan akaademisi, sehingga 

mengakibatkan gerakan advokasi yang dilakukan tidak berdampak 

jangka panjang karena hanya menawarkan solusi-solusi praktis yang 

sifatnya jangka pendek. 
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e. Penentuan Strategi Advokasi,  

Strategi advokasi yang dipilih WALHI Lampung tidak berkelanjutan 

dan cenderung reaksionis. 

f. Pelaksanaan Advokasi  

”Demonstrasi Bersih-Bersih Pantai bersama Pandawara Group”, 

merupakan strategi reaktif yang menimbulkan penolakan dari pihak 

yang merasa di rugikan melalui aksi ini, yaitu Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bandar Lampung dan para nelayan yang harus berhenti 

melaut pada hari-H pelaksanaan demonstrasi 

g. Monitoring dan Evaluasi  

WALHI Lampung tidak melakukan monitoring, evaluasi, dan 

follow-up pasca pelaksanaan demonstrasi tersebut, sehingga 

tumpukkan sampah kembali memenuhi Pantai Sukaraja dan tidak 

benar-benar menyelesaikan permasalahan sampah di wilayah 

tersebut. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian mengenai Advokasi Kebijakan 

Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Di Pantai 

Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) 

Lampung, diperoleh sejumlah saran sebagai berikut; 

1. WALHI Lampung harus memperbaiki strategi dan metode advokasi yang di 

ambil, hal ini tergambar melalui ketidakterpenuhinya 7 (tujuh) indikator 

dalam 3 (tiga) tahapan advokasi kebijakan lingkungan. 

2. WALHI Lampung harus mempertahankan dan tetap mengoptimalkan 3 

(tiga) dalam 3 (tiga) tahapan advokasi yang sudah terpenuhi. 

3. Peneliti menyarankan kepada WALHI Lampung untuk menginisiasi strategi 

dan program advokasi sampah yang berkelanjutan. Edukasi yang berbasis 

pemberdayaan dengan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayagunaan 

masyarakat dalam mengelola sampah yang berorientasi ekologis. 
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